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Menimbang :

Mengingat

BUPATI LANGKAT
PROⅥNSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR.4)・ TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

bahwa untuk menindaklattuti LapOran Hasil Pemeriksaan
Badan  Pemeriksa Kcuangan  Rcpublik lndonesia Nomor:
46.B/LHP/XVHI.MDN/05/2017 tgl 18 rnei 2017 terkait Forrnat

Laporan Operasional pada Satuan Ketta Perangkat Dacrah,
Paabat Pengelola Kcuangan Daerah, dan Pemerintah Dacrah,

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tcntang
Kebiiakan Akuntansi Pemerintahan Daerah;

1.Undang―Undang Nomor 7 Drt Tahun  1956 tentang
Pembentukan Dacrah Otonorn Kabupaten― Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Nomor 1092);

2.Undang― Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Ncgara(Lcmbaran Ncgara Rcpublik lndoncsia Tahun 2003
Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Rcpublik lndonesia
Nornor 4286);         ,
3.Undang― Undang  Nomor  l  Tahun  2004  tcntang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4.Undang―Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungiaWab Keuangan
Negara(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66,Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik lndonesia
Nomor 4400);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OQg tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor V7);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah
Kabupaten Dati II Langkat; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II
Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
332s);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor.92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5533);

12. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OI9 Nomor.42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor.6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun
2}ll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1l Nomor 310); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6+ Tahun 20L3
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2OI3 Nomor A25);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana
Bergulir Pada Pemerintah Daerah.

16. Peratllran Menteri Dalam Negeri Nomor tg Tahun 2016
Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Ql9
tentang Penyusutan Barang Milik Daerah.

18. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OOT Nomor 4), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 28 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2OL3 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun
2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2OQ7 Nomor

0s);
20. Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

MenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 09) diubah sebagai
berikut:

1. Huruf tr angka 1 point e Lampiran II diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

a. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan
PP No 7l tahun 2OlO tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 yang telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No 2L Tahun 2Ql1 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun



2006 tcntang Pcdoman Pengclolaan Kcuangan Dacrah
adalah sebagai berikut:

1)LRA SKPD sesuai forrnat Pcraturan Pernerintah Nomor 71

tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PEMERINTAH KABじ PATEN`"“
"==ll=

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN]A DAERAH

UNTUK TAHUN YANG B[RAKHIR SAMPAI DENCAN 31 DES[MBER 20X1 0AN 20X0

Urusan Pemerintahan

Bidang Pemerintahan

Unit 0rganisasi

Sub Unit 0rganisasi

¬
4.1

4,1,1

4.1,2

4.1.3

4.1.4

Ъ

5,1

5,1,1

5,1.2

5,2

5.2.1

5,2.2

5,2,3

5,2,4

5,2.5

p[NDAPATAN‐ LRA

pENDAPATAN ASLI DA[RAH(PAD)― LRA

Pendapatan Palak Daerah‐ LRA

pendapatan RetlbuJ Daetth‐ LRA

Pendapatan HaJl pengelolaan Kekayaan Daerah yang

晰nlan PAD Yang sah― LRA

3[LANJA

3[LANJA OPERASI

Belania pegaWJ

Bdatta Barang dan〕 asa

3[LANJA MODAL

Bdatta ModJ Tanah

Bdatta ModJ p餅ゴ試an dan Mttn

Bdatta Mo硼 Gedung dan Bangunan

Bdatta Mod説厠an′ ‖gtt dan]anngan

3elania MOdJ AsetTetap LJnnya

SURPLUS′ (DEFISII〕

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SILPA〕

,, ,.,,,,,, 31 Desenrber 20Xl

labatan Kepala SKPD

Nama Kepala SKPD

NIP Kepala SKPD

2) LRA SKPD sesuai format Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2oll tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

爆こ

NO:URUT URAIAN
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１
‐‐‐
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Ｘ

ＧＧ

２０

ＮＡ
REALISASI

I120Xl‐ |

％

．

REALISASI

20XO I



PEMERINTAH KA3UPATEN t““"""

LAPORAN REAuSASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA‖
]A DAERAH

uttTUKTAHUttVANG BERAKHIRSAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 20Xl

urusan pemettntahan     i

3idang Pelllerintahan            :

UnitOrganiSasi            :

Sub UnitOrganisasi       l

P[NDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAEF

pendapatan PalakDaerall

pendapatan Ret「 lbusl Daeri

pendapatall Hasi pen9ololi

Laln‐ laln PAD Yang Sah

l BELAN]A

ING

SURPLUSメ (DEFISI)

lAYAAN ANGGAl■ N rSILPA〕

1

1,1

1.1.1

111,2

1,1.3

1,1.4

2

2,1

211,1

2,2

2,2.1

212,2

2,2,3

31 Desember 20Xl

labatan Kepala

Nallla Kepala SKPD

NIP Kepala SKpD

3) LRA PPKD sesuai format Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
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pEMERINTAH KA3UPATE".",...“・..

LAPORAN REALISASI AttGCARAN PE‖ DAPATAN DAN BELAN]A DA[RAH

UNTUK TAHUN VANG B[RAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEM3E■ 20X10AN 20X0

0rtisa■ penlerintahan

3:dans Penterintahan           ・

unit organisasi           :
stlb Unit Organttasi          :

，
■

・
一

）
ＯＸ
一

）
２

一
一一一
一
一
一
一

一
り
●

一

●
Ｉ
●
●

川
「
「
「
「

一中
一
一一
一一一

4

4 2

PENDAPATAN‐ LRA

PENDAPATAN TRANSFER― LRA

Pendapatan Transた I Perl eintah Pusat‐ L臥

Bag HasI Palak― LRA

Bag Hasl Bukan Pala● Suniber Daya Aam― L触

Dana AbkaЫ  Umunl(DAU)‐ L触

Dana Alokas Khusus(OAK)― LRA

Pendapatan Transfer Pennerntah Pusat― Lalnnソ 3-LRA

Dana Otonomi Khusus‐ LRA

Dana Keもtemewaan― LRA

Dana Penyesua an‐ LM
Pendtipatan Transfer penierhtah Daerah La nnya‐ LRA

Pendapatan Bagi Hasl Pa,ak― LRA

Pendapatan Bagl hasl Lalnnya― LRA

Bantuan Keuangan‐ LRA

Bantuan Keua∩ 9an dan Penlerntah Daerah PrOvnsi‐ LPA

Batttuan Keuangan dan Pemerhtah Daerah Kabupaten― LRA

Bantuan Keuangan daI Penneintah Daerah Kota‐ LRA

LAIN―LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH― LRA

Pendapatan H bah‐ L触

Dana Darurat‐ LRA
pendapatan Lainnya‐ LRA

BELAN]A
B[LAN]A OPERASI
Be an,a BLInga

3et.n,a SubSdl

Beania Hbah

Beania Bantuan Sosal

BELANJA TAK TERDUGA
Beania Tak Terduga

TRANSFER
IRANSFER BACI HASIL PENDAPATAN

Tlan5た r Ba9 Hasl Pajak Daerah

TransたI Ba9 HasI Pendapatan Lahnソ a

TRANSFER 3ANTUAN K[UANGAN
Tlansfer Bantuan Keuangan ke pemerhtah Daerah Lahny

T,ansfer 3a∩tuan Keuanca∩ ke Desa

Tralnsfer Bantuan Keuangan Lainnya

SURPLじ S/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN
P[NERIMAAN P[MBIAYAAN
Penggunaan S LPA

Pencaran Dana cadangan

Hasl pen,uabn Kekayat・ ∩Daer.lh vang D'psahk.・ n

Pn,an,an Daann Ne,こ |

dst

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan

Pen,ertaan 17 odarlnvestas Pemerntah Daerah

Pembayaran Pokok Pnjaman Da幅 m Nege由

Pembeib∩ Ph,anlan Daerah

dst

P[MBIAYAAN NEΠ 0

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN rSItPAヽ

・.……7 31 Desember 20Xl
Jabatan Kepala pPKD

露alta Kepala ppKD
NIP Kepala ppKD

爆ぶ



Urusan Penrerintahan

Bidang Penrerintahan

Unit Organisasi

Sub Unit 0rganisasi

4). LRA PPKD sesuai format Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2OlL tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

pEM[RINTAH KABUPATEN・ ..“ .●‐,●●

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPAttAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN VANG 3[RAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMB[R20Xl

21.9

P[NDAPATAN
DANA P[RIMBANCAN
BaJ HaSI Palak/Ba」 Has」 Bukan Palak

Dana Abkatt Unlum

Dana Alokas Khusus

LAIN― LAIN PENDAPATAN DA[RAH YANG SAH

Pendapatan Hibah

Dana arurat

Dana Bagl Hasl Palak datt provhJ dan Peme‖ ntah Daerah

Dana Penyesuabn dan Otonom Khusus

Bantuan Keuangan dan PrOvhJ atau Pemenntah Daerah Lahnyこ

BELAN]A
BELAN]A TIDAK LANGSUNG

Bdatta Bunga

Bebtta subsdi

Bebnla Hbah

Bebnla Bantuan sosbl

Bebnia Bebtta Bag Hasl kepada provhs/Kabupaten/Kota dan

Bebnia Bantuan Keuangan kepada prov崎 5/Kabupaten/Kota

dan Peme「綺tahan Desa dan Parta PO掟 k
Bebnia Tdak Terduga

SURPLUS/(D[FISIT)

PENG[LUARAN P[MBIAYAAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan

Penyeltaan Moda(Investas)Pennerhtah Daerah

Penlbayaran POkOk utang

dst.… .,

,,,… .・ ,… ,,31 Desember 20Xl

]abatan Kepala PPKD

Nanla Kepala ppKD

NIP Kepala ppKD

「
8

NO.URUT URAIAN
ANG6ARAN
I・ 20Xl■

RLALiSA31 1

11 20Xll‐  |

LLじュHノ |

(ドUttNO)



5). LRA PEMDA sesuai format Peraturan Pemerintah

Nomor 77 tahun 2010 Tentang standar Akuntansi

Pemerintahan.

PEM[RINTAH KABUPATEN.....""・・・

LAPORAN REALISASI ANCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG B[RAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES[MBER 20Xl DAN 20X0

6). LRA PEMDA sesuai format Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2}ll tentang
Perubahan Kedua Atas Peratr- ran Menteri Dalarn Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

NO,URUT URAIIAN

(°/0)

¨

・一

一一一一
一 一一

一
一
一

PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA

Pendapatan Pajak Oaerah - LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA

Pendapatan Hasi Pengelohan Kekayaan Daerah yang

Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Penrerintah Pusat - LRA

Bagr l.lasil Pajak - LRA

Bagr Hasil Bukan Palak/sunrber oaya Alam - LP'A

Dana Alokasr Umum (OAU) - LRA

Dana Alokasr Khusus (DAK) - LRA

Pendapatan Transfer Pemerntah Pusat - Lannya - LRA

W聾舗 朧晴
ahLanryan l

8antuan Keuangan― LRA

Bantuan Keuanclan dali pennerhtah Daerah provhsl― LRA

Bantuan Keuangan datt pen、 erntah Daerah Kabupaten‐ LRA

Bantuan Keuangan dan penieantah Daerah Kota‐ LRA

LAIN―LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH― LRA
Pendapatan Hibah‐ LRA
Dana Daruiat― LRA
Pend.● patan Lコ innya― ヒRA

BELAN」 A
BELANJA CPERASI
BebnJa pe98wal
8elan,a Barang dan〕 asa
Beほn,a Bunga
Bebnja Subsdi
Bebnja Hibah
Belan,a Bantuan sosial

BELANJA MODAL
Be an,a Moda ranah
Delan,a Moda peraatan dan l・ les n

Belan,a Modal Gedung dan 3angunan
Belanja Modal」 abn′ IrlaSi dan 3arngan

BebnDa Modal Aset Tetap Lahnya
3ELAN]A TAκ TERDUGA
BebnJa Tak Terduga

TRANSFER
TRANSFER BACI HASIL pENDAPATAN
Transfer Bagi Hasl Pa,ak Daerah

Transfer Ba9 HasI Pendapatan Lalnnya
TRANSFER BANTUAN K[UANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke pen、 e●ntah Daerah Lahny
Transfer BantlJan Keuangan ke Desa
Transfer 3antuan Keuangan Lahnya

SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Pen99unaan S,LPA
pencaに an Dana Cadangan
Hasl penJuaan Kekayaan Daerah yan9 D psahkan
Pinjan,an Dabm Ne9e“
dst
p[NGELUARAN p[MBIAVAAN
pembentukan Dana Cadangan
penyeltaan Modarlnvestas pemerntah Daerah

Pembayaran,okok phjaman Dalarn Nege‖
pemberbn Phjaman Daerah

dst.

PEMBIAVAAN NETrO

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN rSI:pAヽ

爆寒
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p[MERINTAH KA3UPATEN・ ・“,,。 "",

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

llNTUK TAHUN YANG 3[RAKHIR SAlllPAI D[NGAN 31 0[SE143[R20Xl

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)

Pendapatan Pal・Hk Daerah

i:l:]|]|:ll出電部:酵 Kekayaan Daemh ttng
Lan18in PAD Yang Sah

DANA P[RIIvlBANGAN

Ba91 HasI Palaで Bag HasI Bukan Paak

Dana AlobJ Umunl

Dana Alokas Khusus

LAIN―LAIN PENDAPATAN DAERAH VANG SAH

Pelndapattln H bah

Dana aru「 at

Dana Bagi Hasii Pl.1ak dan Provrnsi dan Pemerintah Daerah

記騰Ⅷ恩協1寵‖]慇輩mm油助赫

BELAN]A

BELAN]A TIDAK LANGSUNG

Belania Pegaヽ∵al

Bela1lia 8unga

8elanitn SubSidi

Belanitt Hibah

Belania Bantuan sosial

Belanla Eelanla Bagr Hasil kepada ProvinslKabupatenlKota dan

Belanla Bantuan Keuangan kepada Prorrinst/KabupatenlKota

dan Pemerintahan Desa dan Partai Polrtik

Belanla Tid.:k Terduga

BELAN]A LANGSUNG

Belanla Pegai';ai

Belanla Barang dan .lasa

Selan,;a Flodal

SURPLuS′

PEMBIAYAAtt DAERAH

PEN[RIM臨AN PEMBIAVAAN DAERAH

Ssa Lebih Perhtungan Anqlgaran Tahun Angqlaran Sebelumnya

Pencanan Dana Iadangan

Hasil Ptnlualan Kekayaan D.rerah yanq dpsahkar
)-r

PENGELUARAN PEIVIBIAYMN DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan l'1odal (lnvestasi) Pemerinlah Daerah

Penrbayaran Pokok Utang

rl cl

SISA LEBIH PEMBIAVAAN ANGGARAN

1

11
1 1 1

1   1   2

1,1 3
1 . 1 . 4

1 . 2

1 . 2 . 1

1 . 2 . 2

1  2 . 3

1 , 3

1 . 3 . 2

1 3 3
1 . 3 . 3

1 . 3  4

1 , 3 . 5

2

2.1

2 . 1  1

2  1  2

2 , 1 , 3

2  1  4

2 , 1 . 5

2 . 1 . 6

. 2,1,8

1げ
2.2.1
2  2  2

2  2  3

3

3.1

311
31,2
313

32
3.2.1
3.2.2
3 . 2 . 3

2. Huruf E angka 4 point e

berbunyi sebagai berikut :

1) Format LO SKPD sesuai
Nomor 7L Tahun 2010
Pemerintahan.

Lampiran II diubah, sehingga

dengan Peraturan Pemerintah
tentang Standar Akuntansi

爆迅



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN OPERASIONA↓

UNTUK TAHUN YANG BERAXHIR SAMPAI DENOAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0
Urusan Pemerintahan :

Bidang Pemerintahan :

Unit Organisasi :

Sub Unit Organisasi :

……… .… ,31 Desember 20Xl
Jabatan Kep」 a SKPD
Nalna Kepala SKPD
NIP

2)Forrnat LO PPKD sesuai dengan Peraturan Pernerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20Xl DAN 20X0

Urusan Pemerintahan :
Bidang Pemerintahan :
Unit Organisasi      :

31 Desember 20Xl
」abatan Kepala SKPD

Nama Kepala SKPDMP

8
81
811
812
813

8.1.4

9

91
9.1.1

9.12
9.1.3

9.1.4
9.1.5
916
917
9,1.8

PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatal■ Paalc Daerall

Pendapatan Retribusi Daerah
Pcndapatan Hasil Pengelolaan
Kekttaan Dacrah Yang Dipisahkan
Laln laln Rへ D Yang Sah

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beb〔m Pcgawal
Beban Persediaan
Beban」asa
Beban Pemeliharaan
Beban Per」alallan Dinas
Beban Penyusutan dan Amortlsasi
Beban Penyisihan Piutang
Beban Laln laln

SURPLUS/{DEFISIT)‐ LO

8
8.1

8.11

8.12

8.13

8.1.4

9
91
9.11
9.1.2
9.1.3
914
9.15
92

PENDAPATAN
PENDAPATAN TRANSFER
Pendapatan Transfer Pemerlntah Pusat
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat―
Lalnnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah
Lalnnya
Kekttaan Daerah Yang Dipisahkan
Lan― laln PAD Yang Sah

BEBAN
BDBAN OPERASI
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Bcban Bantuan Sosial
Beban Penyisihan Piutang
BEBAN TRANSFER

Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Daerah Lainnya
Bebal Transfer Bantua-n Keualgan ke
Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan
Lannya
Beball Transfer Dana Otonon■ i Khusus
BEBAN LUAR BIASA
Bcban Luar Biasa



3) Format LO PEMDA sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71

tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PEMERINTAH KABUPATEN.¨ ¨̈
LAPORAN OPERAS10NAル

UNTUK TAHUN YANG BEttIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBDR 20Xl DAN 20X0

URAIAN 20Xl 20X0 KENAIKAN/1PENURUNANl (%)

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendaoatan Paiak Daeralr
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yane Dipisahka!
Pendapatan Asli Daerah Lainnva
PENDAPATAN TRANSFER

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbansan
Dana Bagi Hasil Paialc

Darta Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

Trarrsfer Pemerintah Pusat - Lainnva
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaial

Transfer Pemerintah Provrnsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

LAIN‐LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatarr Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

BEBAN
beDan Pegawal
rersedlaan
」asa

DCυ距1● L11lga

ocoan buosic11

…

uan oOSlal

l An2ortlsasi
ocυ dul rcllylslllal1 1 lutallg

bagl Hasil Palょ Daerぬ

eebar t.an"i
Daerah Lainnva
ul ll alslel里 antuan Keuangan ke Desa

…

angan Lalnnva

:F耳要:要互
STTT,pr

OPERASIONALム
‐ユニν
“
ヽ ALun■ ‐劇川ON

Beban Lrrar Ri

rtpS LUAR BIASA T
1 ,

|

3. huruf c angka 2 pornt c Lampiran III ditambah 1 (satu nomor
yaitu 26, sehinEEa berbunyi sebaEai berikut :

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

弊ぶ

ran Pemeliharaan
)an reュ壁allan Dlnas_

Beban Hibah         ~

J

Beban Transfer
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3)

perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar
pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas
bukan merupakan suatu proses penilaian kembali
(revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya
perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya
diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan
selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap
yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan
suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat
diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas
tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan.
Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai
berikut:

4)

5)

6)

Jenis Aset Komponen Biaya Perolehan
Tanah harga perolehan atau biaya pembebasan tanah,

biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh
hak, biaya pematangan,
penimbunan, dll.

pengukuran,

Peralatan dan
Mesin

pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh
dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan

Gedung dan
Banzunan

harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk
biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak

Jalan, Jaringan,
& Instalasi

A;;l i"ap 
* --

Lainnya

biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan,
j q5i-n ga5r-, den_i+"r talasi ter sebut *+p pek+-i
seluruh b,afi tilg diketuarkan uniur.
memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang
diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran
nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang
diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset
Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak
langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku,
tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa
konsultan ~耳

蘇



7)

8)

9)

Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat

dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan

capitalizatioru threshold. Batasan ini ditetapkan pada

kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap'

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan

merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang

biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara

langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset

ke kondisi kerjanYa.
Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari

harga pembelian.

Penilaian Awal Aset TetaP
10) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk

diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai

aset tetap, pada awainya harus diukur berdasarkan

biaya perolehan.
Perolehan Secara Gabungan
11) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang

diperoleh secara gabungan ditentukan dengan

mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang

bersangkutan.
Aset Tetap Digunakan Bersama
12) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas

Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan
dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang
melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan)
terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan
surat keputusan penggunaan oleh

selaku PemegangGubernur/ Bupati / Walikota
Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

13) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan
(perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas
Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum
14) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama

dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas
umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan
setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau
diakui pada saat penguasaannya berpindah.

15) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum
dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita
Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum
nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai
berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos
fasum diperoleh.

Pertukaran Aset l0xchange o.f Assets)
16) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran

rx



atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa
atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai
ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas
yang ditransfer/ diserahkan.

l7l Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran
atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat
yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa.
Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran
dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang
diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru
diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount)
atas aset yang dilepas.

18) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat
memberikan bukti adanya suatu pengurangan
(impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi
seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-
bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-
bukukan (written downl tersebut merupakan nilai aset
yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang
serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin,
peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat
aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal
ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan
tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi
19) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi)

harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
20) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer

tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas,
misalnya perusahaan non pemerintah memberikan
bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu
unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun.
Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya
secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2l) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset
tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas
lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu
perusahaan swasta membangun aset tetap untuk
pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya
kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai.
Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan
seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

22) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria
perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui
sebagai pendapatan operasional.

に く



Pengeluaran Setelah Perolehan tSubSequent Expenditures)

23)PengCluaran setelah perolchan a、 val suatu aset tetap

(SubSequθnt eκρeれditレres) adalah pengeluaran yang

tCr」 adi  Setelah  perolchan  a、 ral  suatu  asct  tetap

(SabSe9フθnt  eκρθndituFeS)  yang  dapat  berakibat

memperpattang masa manfaat atau yang kemungkinan
besar membcri manfaat ekonorni di masa yang akan
datang dalam bentuk kapaSitas, rnutu prOduksi, atau
peningkatan standar kinctta yang nilainya sebesar nilai

satuan Hlinirnun■  kapitalisasi asct tetap atau lebih,

harus ditambahkan pada nilai tercatat(dikapitalisasi)

pada aset yang bersangkutan.

24)Suatu pengeluaran setelah perolchan atau pengeluaran
pemeliharaan  akan  dikapitalisasi  jika  memenuhi

seluruh kriteria scbagai berikut:

a) ⅣIanfaat ekononli atas asct tetap yang dipelihara:

(1)bertambah ekononlis/cfiSien,dan/atau

(2)bcrtambah umur ekononlis,dan/atau
(3)bcrtambah volume,dan/atau
(4)bertambah kapasitas produksi
b)Nilai rupiah pcngcluaran bclatta ataS pemeliharaan

aset tetap terscbut materia1/ melebihi batasan
Πlinirnal    kapitalisasi    aset    tetap    yang

ditctapkan(cqρ iια:i2αιJοれ
`れ“
eshο :dsl.

25)Tidak termasuk dalam pengertian memperpattang masa
manfaat atau memberi manfaat ekononlik dilnasa
datang dalam bcntuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi,pcningkatan mutu produksi,atau

peningkatan standar kinetta adalah pemeliharaan/
pcrbaikan/penambahan yang rnerupakan pemeliharaan
rutin/berkala/tettadWal atau yang dilnaksudkan hanya

untuk mempertahankan  aset tetap  tersebut agar
berfungsi baik/nOrrnal, atau hanya untuk sekedar
memperindah atau Fnempercantik suatu aset tetap.

25.a)Batas lninilnal kapitalisasi asset tetap (Capitalization

thresh01d)ditetapkan sebagai berikut:

No. Asset Tetap Nilai Kapitalisasi

1 Tanah Tidak dibatasi
2 Peralatan dan Mesin Rp     300.000,00
3 Gedung dan Bangunan Rp   lo,ooo.ooO,Oo
4 Jalan, Irigasi dan Jarinean

Jalan Tidak dibatasi
Irigasi Tidak dibatasi
Jaringan Tidak dibatasi

5 Asset Tetap Lainnya T dak dibatasi
6 Konstruksi Dalam Pengeriaan T dak dibatasi



Penyusutan

26) Metode penSrusutan yang dipergr,rnakan adalah Metode
garis lurus (straight lirue method).
Metode garis lurus yang dipergunakan dengan

pendekatan bulanan, dimana beban penyusutan mulai

dihitung sejak tanggal dan bulan bersangkutan pada

saat asset tetap diperoleh, walaupun perolehan asset

tetap diakhir bulan, beban penyusutan akan tetap

dihitung 1 (satu) bulan.

Contoh :

Asset tetep kendaraan dinas roda 4 (empat) dibeli pada

tanggal 30 November 2OI8 dengan harga perolehan

sebesar Rp350.000.000,00 dengan masa manfaat 7

(tujuh) tahun. Dengan demikian maka beban

penyusutan pada tahun 2Ol8 adalah sebesar

Rp8.333.333,33.

Harga Perolehan l

Masa manfaat 7 Tahun :

Beban penyusutan Tahun 2018:

= Rp350.000.000,00 X 2 Bulan

84 Bulan

=Rp8.333.333,33

27) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui
sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset
tetap.

28) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana
terlihat pada tabel di bawah ini:

Rp350.000.000,00

84 Bulan

Kodirlkasi

1 3 ASET TETAP
1 3 2 Peralatan dan Mesin
1 3 2 01 Alat-Alat Besar Darat 10

1 3 2 02 Alat-A1at Besar Apung 8
1 3 2 03 Alat-alat Bantu 7
1 3 2 04 Alat Angkutan Darat Bermotor 7
1 3 2 05 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor ９

］

1 3 2 06 Alat Angkut Apung Bermotor 10
1 3 2 07 AIat Angkut Apung Tak Bermotor 3
1 3 2 08 Alat Angkut Bermotor Udara 20

1 3 2 09 Alat Bengkel Bermesin 10
1 3 2 10 Alat Bengkel Tak Bermesin 5

片不
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1 3 2 Alat Ukur 5

1 3 2 12 Alat Pengolahan Pertanian 4

3 2 13 Alat Pemeliharaan Tanaman lAlat
Penyimpan Pertanian

4

1 3 2 14 Alat Kantor 5

1 3 2 15 Alat Rumah Tangga 5

3 2 16 Peralatan Komputer 4

3 2 17 Meja Dan KursiKerlalRapat Pejabat 5

3 2 18 Alat Studio 5

3 2 19 Alat Komunikasi 5

3 2 20 Peralatan Pemancar 10

3 2 21 Alat Kedokteran 5

3 2 22 Alat Kesehatan 5

3 2 23 Unit-Unit Laboratorium 8

3 2 24 Alat Pera ga I Praktek Sekolah 10

1 3 2 25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15

3 2 26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir /
Elektronika

15

1 3 2 27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10

1 3 2 28 Radiation Aplication and Non Destructive
Testine Laboratorv (BATAM)

10

1 3 2 29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7

1 3 2 30 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15

1 3 2 31 Sen」ata Apl 10

1 3 2 32 Persent'ataan Non Senjata Api 3

3 2 33 Alat Keamanan dan Perlindungan 5

3 3 Gedung dan Bangunan
3 3 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50

3 3 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50

3 3 03 Bangunan Menara 40

3 3 04 Bangunan Berseiarah 50

3 3 05 Tugu Peringatan 50

3 3 06 Candi 50

3 3 07 Monumen / Bangunan Berseiarah 50

3 3 08 Tugu Peringatan Lain 50

3 3 09 Tugu Titik Kontro1/Pasti 50

3 3 10 Rambu-Rambu 50

3 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 50

3 4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3 4 01 Jalan 10

1 3 4 02 JemLratan 50

1 3 4 03 Bangunan Air Irigasi 50

1 3 4 04 Bangunan Air Pasang Surut 50
1 3 4 05 Bangunan Air Rawa 25
1 3 4 06 Bangunan Pengaman Sungai dan

Penanggulangan Bencana Alam
10

1 3 4 07 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan
Air Tanah

30

1 3 4 08 Bangunan Air BersihlBaku 40

1 3 4 09 Bangunan Air Kotor 40

1 3 4 10 Bangunan Air 40

片忠

Uraian
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3 4 Instalasi Air Minr"rm/Air Bersih 30

3 4 12 Instalasi Air Kotor 30

3 4 13 Instalasi Pengolahan Sampah 10

3 4 14 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10

3 4 15 Instalasi Pembangkit Listrik 40

3 4 16 Instalasi Gardu Listrik 40

3 4 17 Instalasi Pertahanan 30

1 3 4 18 Instalasi Gas 30

3 4 19 Instalasi Pengaman 20

1 3 4 20 」ar ngan Air Minum 30

1 3 4 21 」ar ngan Listrik 40

1 3 4 22 Jaringan Telepon 20

1 3 4 23 Jaringan Gas 30

29) Asset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah,
konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku
perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya
dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak
Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya
Aset Tetap.
Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang
direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusannya; dan

b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk
dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya
perbaikan terhadap aset tetap baik berupa ouerhaul dan
renovasi disajikan pada tabel berikut :

30)

つ
０

32)

URAIAN JENIS

Persentase
RenovaSi/Restorasiノ 0●er
haul dari Nilai Perolehan

(Diluar Penyusutan)

Penambahan
l■  Masa‐

Manfaat
iTahu五〕

Alat Besar
Alat Besar Darat Ouerhaul >00/Os.d.30% 1

>30%s.d45% 3
>45%sod 65% 5

Alat Besar Apung Ouerhaul >00/Os.d.30% 1

>300/Os.d45% 2
>45%s.d65% 4

Alat Bantu Ouerhaul >00/。 s.d.300/。 1

>30%s.d450/0 2
>45%s.d65% 4

レ
Ｆ

Kodirlkasi Uraian
Ma`a Mattfaat
iTahu五 l



Persentase
Renovasi/ Restorasi/ Over
haul dari Nilai Perolehan

trtilrrar Penvusutanl

Tこndlmblhan l
Masa

Manfaat
tTahun〕  _URAIAN JENIS

1
Ouerhaul >00/Os.d。 25°/o

>950/Os.d50%

Alat Angkutan Darat
R 十∩r 2

>500/Os.d750/o 3
4>7bンbS.Cl.lυ υ

‐
/0

>00/oS,d.250/0 0
Alat Angkutan Darat
Tak Bermotor

Ouerhaul

1>250/Os,cl bUり 4o

1>500/os,d7bO/o
1>750/Os.d.100°/o

Ouerhaul >00/Os.d.25% 2Alat Angkutan APung
Bermotor

>250/os.d50% 3

>50%sod 75% 4

>750/Os.d.1000/o 6

Alat Angkutan APung
Tak Bermotor

Renovasi >0°/Os,d.25% 1

>250/Os.d500/0 1

>50%s,d750/0 1

>750/Os.d.100% 2

Alat Angkutan
Bermotor Udara

Ouerhaul >00/Os.d.250/0 3

>250/Os.d50% 6
>500/Os.d75% 9
>75%s.d。 100% 12

Alat Bengkel dan Alat
Ukur
Alat Bengkel Bermesin Ouerhaul >0%s.d.25% 1

>250/Os.d500/0 2
>500/Os.d75% 3
>75%s.d.100% 4

AIat Bengkel Tak ber
Mesin

Renovasi >096s.d.250/0 0

>25%s.d50% 0
>500/Os.d75% 1

>750/Os.d.100% 1

Alat Ukur Ouerhaul >0%s.d.25% 1

>250/Os,d50% 2
>500/Os.d75% 2
>750/Os.d.100% 3

Alat Pertanian
Alat Peneolahan Ouerhaul >00/Os.d.200/0 1

ルヽ

Alat Angk



Persentase
Renovasi/ Restorasi/ Over
haul dari Nilai Perolehan

(Diluar Penyusutan)

Penambahan
Masa

Manfaat
(TahunIURAIAN JENIS

>210/Os.d400/0 2

5>510/os.d・ /b・/o

0
Alat Kantor dan
Prrmqh Tqncloe

>00/os,d.250/o

Ouerhaul >25%s.d50% 1
Alat Kantor

2>500/Os.d75°/o

>750/Os.d.100% 3

Alat Rumah Tangga Ouerhaul >0%s.d,25% 0

>250/Os.d500/0

>500/Os.d75% 2

>750/os,d.100% 3

Alat Studio,
Komunikasi dan
Pemancar

Ouerhaul >00/O sod.25% 1

Alat Studio >25%s.d50% 1

>500/Os,d75% 2
>750/Os,d.1000/0 3

Alat Komunikasi Ouerhaul >0シ6s.d.250/0
>250/Os.d50%
>500/Os.d750/0 2

>750/Os.d.1000/0 3

Peralatan Pemancar Ouerhaul >0%sod。 25% 2
>25%s.d50% 3
>50%s.d75% 4

>750/Os.d.1000/0 5

Peralatan Komunikasi
Navisasi

Ouerhaul >0%s.d。 25% 2

>25%s.d50% 5
>500/Os.d750/0 7
>750/Os,d.100% 9

Alat Kedokteran dan
Kesehatan
Alat Kedokteran Ouerhaul >0%s.d.25% 0

>250/Os.d500/0

>50%s.d75% 2
>750/Os,d.100% 3

Alat Kesehatan Umum Ouerhaul >0%s.d.25% 0
>250/Os.d50% 1

>500/Os.d750/0 2
>750/Os.d.1000/0 3

Alat laboratorium
Unit Alat laboratorium Ouerlnul >00/Os.d.250/0 2
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RenOvasiノ Restorasiノ 0●er
haul dari Nilai Perolchan

lDiluar Penyusutan〕

Penambahan
Masa

Manfaat
(Tahunl

>250/Os,d500/0 3
>500/Os,d750/0 4

>750/os.d。 100% 4

Unit Alat laboratorium
Kimia Nuklir

Ouerhaul >0%s.d.25% 3

>25%s,d50% 5
>500/Os.d750/0 7
>75%s,d。 100% 8

Alat Laboratorium
Fisika

Ouerhaul >0%s.d。 25% 3

>25%s.d50% 5
>50%s.d75% 7
>75%s,d.100% 8

Alat Proteksi radiasi /
Proteksi Linekunean

Ouerhaul >00/Os,d,25% 2

>250/Os.d50% 4
>500/Os.d75% 5
>750/Os.d。 100% 5

Radiation Application
& Non Destructive
Testing laboratory

Ouerhaul >00/Os.d.25% 2

>25%s.d50% 4
>500/Os.d75% 5
>75%s.d.1000/0 5

Alat laboratorium
Lingkungan Hidup

Ouerhaul >0%s.d。 25%

>25%s.d50% 2
>50%s.d75% 3
>75%s.d.100% 4

Peralatan
Laboratorium
Hidrodinamica

Ouerhaul >0%s,d.250/。 3

>25%s,d50% 5
>500/Os.d75% 7
>75%s.d。 100% 8

Alat laboratorium
Standarisasi Kalibrasi
& Instrumentasi

Ouerhaul >0%s.d.25% 2

>250/Os.d50% 4
>50%s.d75% 5
>75%s,d。 100% 5

AlaI PCrscniataan
Seniata Api Ouerhaul >0%s.d,25% 1

>250/Os.d500/0 2
>500/Os.d75% 3

ヽ



URAIAN 」ENIS

Persentase
RenOvasi/Restorasi/OVer
haul dari Nilai Perolehan
iDiluar Penvusutanl

Penambahan
Masa.|
Manfaat
〔Tahun)

>750/os.d。 100% 4

Persenjataan Non
Senjata Api

Renovasi >0%s.d.25% 0

>25%s.d500/0 0
>50%s.d75% 1

>750/Os.d.1000/o 1

Seniata Sinar Ouerhaul >00/Os.d.250/0 0
>250/O sid 500/0 0
>500/Os.d75% 0
>75%s,d.100% 2

Alat Khusus Kepolisian Ouerhaul >00/Os,d.250/0 1

>250/Os.d50%
>50%s.d750/0 2
>750/Os.d.1000/0 2

Komputer
Komputer Unit Ouerhaul >0%s.d.25%

>250/Os.d500/0

>500/Os.d750/0 2
>75%s.d。 100% 2

Peralatan Komputer Ouerhaul >0%sod。 25%
>250/Os.d500/0

>500/Os.d750/0 2
>750/Os.d.100% 2

Alat Eksplorasi
Alat Eksplorasi
Topografi

Ouerhaul >0%sod.25%

>250/Os.d500/0 2
>50%s,d75% 2
>750/Os.d.1000/0 3

Alat Eksplorasi
Geofisika

Ouerhaul >0%s.d.25% ９

“

>25%s.d500/0 4
>500/O sod 75% 5
>750/Os,d.1000/0 5

Alat Penseboran
Alat Peneeboran Mesin Ouerhaul >00/Os.d.25% 2

>25%s.d50% 4
>500/Os.d75% 6
>75%s,d,100% 7

Alat Pengeboran Non
Mesin

Renovasi >00/。 s,d.250/。 0

>25°/os.d50% 1

かと
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PersentaSe
Renovasiノ Restorasiノ OVer
haul dari Nilai Perolchan
lDiluar Penytsutanl

penambahan
Masa

Manfaat
〔Tahu壺〕||

>50%s.d75% 1

>75%sod。 100% 2

Alat Produksi
Pengolahan dan
Pemurnian
Sumur Renovasi >0%s.d。 25% 0

>25%s.d50% 1

>50%s.d750/0 1

>750/Os.d。 1000/0 2

Produksi Renovasi >0%s.d.25% 0
>25%s.d50% 1

>500/Os.d750/0 1

>750/Os.d,100% 2

Pengolahan dan
Pemurnian

Ouerhaul >00/Os.d。 250/0 3

>250/Os.d500/0 5
>50%s.d75% 7
>750/Os.d.1000/0 8

Alat Bantu Explorasi
Alat Bantu Explorasi Ouerhaul >0%s.d.25% 2

>25%s.d50% 4
>500/Os,d75% 6
>750/Os.d.100% 7

Alat Bantu Produksi Ouerhaul >00/Os.d.25% 2
>25%s.d50% 4
>50%s,d75% 6
>750/O sod.100% 7

Alat keselamatan Keria
Alat Deteksi Ouerhaul >00/Os.d.250/0

>25%s.d50% 2
>500/Os.d75% ９

“

>75%s,d.100% 3

Alat Pelinduns Renovasi >00/Os.d.25% 0
>250/o sod 500/0 0
>500/Os.d75% 1

>75%s.d.100% 2

Alat Sar Renovasi >00/Os.d.25% 0
>25%s.d50% 1

>500/Os.d75% 1

>75%s,d.100% 2

Alat Keria Penerbans Ouerhaul >00/Os.d.250/0 2
>250/Os,d50% 3
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Persentase
Renovasi/RestoraSi/Over
haul dari Nilai per01chan

lDiltar Penyusutan〕

Penambahan
Masa

Manfaat
(Tahunl

>50%s.d75% 4
>750/Os.d.1000/0 6

Alat Perasa
Alat Peraga Pelatihan
dan Percontohan

Ouerhaul >00/Os.d.25% 2

>250/Os.d50% 4
>500/Os.d750/0 5
>750/Os.d.1000/0 5

Peralatan Proses /
Produksi
Unit Peralatan Proses
/ Produksi

Ouerhaul >0%s.d.25% 2

>250/Os.d50% 3
>500/Os.d75% 4
>750/Os.d.100% 4

Rambu-rambu
Rambu-rambu Lalu
lintas Darat

Ouerhaul >00/Os,d.25%

>25%s.d50% 2
>500/Os.d75% 3
>75%s.d.100% 4

Rambu-rambu Lalu
lintas Udara

Ouerhaul >0%sod.25%

>25%s.d50% 2
>50%s.d750/0 2
>750/Os.d.1000/0 4

Rambu-rambu Lalu
lintas Laut

Ouerhaul >00/Os,d.25% 1

>250/Os.d500/0

>500/Os.d750/0 2
>750/Os,d.100% 2

Peralatan Olah Raga
Peralatan Olah Raga Renovasi >00/Os.d.25% 1

>25%s.d50%
>50%s.d75% 2
>750/Os,d.1000/。 2

Banqunan Gedunq
Bangunan Gedung
Tempat Keria

Renovasi >0%s.d.25% 5

>250/Os.d500/0 10
>500/Os.d750/0 15
>750/Os.d.1000/0 50

Bangunan Gedunq Renovasi >00/Os.d.300/0 5
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Persentase
Re novasi/ Restorasi / Ove r
haul dari Nilai Perolehan

lDiluar Penyusutanl

Penambahan
Masa

Manfaat
lTahunl

Tempat Tinesal
>300/Os,d45% 10
>450/Os.d650/0 15

Monumen
Candil Tugu
Perinsatan / Prasasti

Renovasi >00/Os.d.30% 5

>300/Os.d450/0 10
>450/Os.d650/0 15

Bangunan Menara
Bangunan Menara
Perambuan

Renovasi >0%sod.30% 5

>30%s.d450/0 10
>450/Os.d65% 15

Tugu Titik Kontrol /
Prasasti
Tusu / Tanda batas Renovasi >0%s.d.30% 5

>300/Os.d450/0 10
>450/Os.d650/0 15

Jalan dan Jembatan
Jalan Renovasi >0%s.d.30% 2

>300/Os.d600/0 5
>600/Os.d100% 10

Jembatan Renovasi >0%s.d。 30% 5
>300/Os.d450/0 10
>45%s.d65% 15

Bangunan Air
Bangunan Air Irigasi Renovasi >0%s.d.5% 2

>50/Os.d 100/0 5
>100/Os.d20% 10

Bangunan Pengairan
Pasans Surut

Renovasi >0%sod.5% ９

“

>5%s.d10% 5
>10%s.d20% 10

Bangunan
Pengembangan Rawa
dan Polder

Renovasi >00/Os,d.5% 1

>50/Os.d10% 3
>100/Os.d20% 5

Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai &
Penanggulangan
Bencana alam

Renovasi >0%s.d.5% 1

>50/Os.d10% 2
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Persentase
Renovasi/ Restorasi/ Over
haul dari Nilai Perolehan

(Diluar Penyusutanl

Penambahan
Masa

Manfaat
(Tahunl

>100/os,d200/o 3

Bangunan
Pengembangan
Sumber air dan Tanah

Renovasi >0%s.d.5%

>50/Os.d10% 2
>100/Os.d20% 3

Bangunan Air
Bersih/Air Baku

Renovasi >00/Os.d。 30% 5

>30%s.d450/0 10
>450/Os.d65% 15

Bansunan Air Kotor Renovasi >00/Os.d.300/0 5
>300/Os.d45% 10
>450/Os.d650/0 15

Instalasi
Instalasi Air Bersih/Air
baku

Renovasi >00/O sod.30% 2

>30%s.d45% 7
>450/Os.d650/0 10

Instalasi Air Kotor Renovasi >0%s.d.30% 2
>30%s.d45% 7
>450/Os.d65% 10

Instalasi Pengelolahan
Sampah

Renovasi >00/Os.d.30%

>300/Os.d45% 3
>450/Os.d65% 5

Instalasi Pengolahan
Bahan Bangunan

Renovasi >00/Os.d.30%

>30%s.d45% 3
>45%s.d650/0 5

Instalasi Pembangkit
Listrik

Renovasi >0%s.d.30% 5

>30%s.d45% 10
>450/Os,d65% 15

Instalasi sardu Listrik Renovasi >00/Os.d.30% 5
>30%s.d45% 10
>450/Os.d65% 15

instalasi Pertahanan Renovasi >00/Os.d.300/0

>300/Os.d45% 3
>450/Os.d650/0 5

Instalasi qas Renovasi >00/Os.d.30% 5
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‐  Persentase
RenOvasiノ RёStlrasiノ OVer
haul dari Nilai Perolehan

lDiluar Penyusutan)

Penambahan
Masa‐ ■

Manfaat
iTahunl

>300/Os.d45% 10
>450/Os.d650/0 15

Instalasi Penqaman Renovasi >00/Os.d.30%
>30%s.d45%
>45%s.d65% 3

Instalasi Lain Renovasi >00/Os.d.30%
>30%s.d45%
>450/Os.d65% 3

Jaringan
Jarinqan air Minum Ouerhaul >0%s.d.30% 2

>300/Os.d45% 7
>450/Os.d650/0 10

Jaringan Listrik Ouerhaul >00/Os.d.30% 5
>300/Os.d45% 10
>45%s.d65% 15

Jaringan Telepon Ouerhaul >0%s.d.30% 2
>300/Os.d450/0 5
>45%s.d65% 10

Jarinsan Gas Ouerhaul >00/Os.d.300/0 ９

綱

>30%s.d45% 7
>45%s.d65% 10

AIat Musik
Modern/Band

Ouerhaul >0%s.d.25% 1

>250/Os.d500/0

>500/Os.d75% 2
>75%s.d100% 2

ASET TETAP DALAM
RENOVASI
Peralatan dan Mesin
dalam renovasi

Ouerhaul >0%s.d,100% 2

Gedung dan bangunan
dalam Renovasi

Renovasi >00/O sod。 300/0 5

>30%s.d45% 10
>45%s.d65% 15

Jaringan Irigasi dan
Jaringan dalam
Renovasi

Renovasi
/Overha

u1

>00/Os.d. 1000/0 5

Penilaian Kembali Aset Tetap lReualuationl
33) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak

diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah
daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya



perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari
ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan
ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

34) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan
mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan
didalam penyajian aset tetap serta pengaruh
penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan
suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
35) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya

dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset
secara permanen dihentikan penggunaannya dan
dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial
signifikan dimasa yang akan datang setelah ada
Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan
persetujuan DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

阻亀 ∫.ツ晨Ъlλ‥
BUPATI LANGKAT
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